
MENTER! KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR /PMK.03/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN 

PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA 

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 

PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH 

Menirnbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mendukung penggunaan produk dalam

negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi belanja

Instansi Pemerintah, perlu diberikan kemudahan dalam

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

bagi wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak sebagai

penyedia barang dan/ atau jasa dan bagi pihak lain yang

terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi

sehu bungan dengan pengadaan melalui sistem informasi

pengadaan pemerintah;

b. bahwa untuk mendukung gerakan nasional nontunai,

perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai

pemungutan pajak bagi lnstansi Pemerintah Pusat,

Instansi Pemerintah Daerah, dan lnstansi Pemerintah

Desa yang melakukan belanja dengan menggunakan

kartu kredit pemerintah;
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

.\ 
1/ 

YAH4l 
i::��199703 1 001 

30 Maret 2022
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR       59 /PMK.03/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA 

PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK 

WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA 

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 

DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH 

ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

INSTANSI PEMERINTAH, PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) BAGI INSTANSI PEMERINTAH, 

PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 BAGI 

INSTANSI PEMERINTAH, PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 BAGI INSTANSI PEMERINTAH, PENGHITUNGAN 

DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 BAGI INSTANSI 

PEMERINTAH, PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 

PASAL 23 BAGI INSTANSI PEMERINTAH, PENGHITUNGAN DAN 

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 BAGI INSTANSI 

PEMERINTAH, DAN PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN 

NILA! ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILA! DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH 

I. ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA

PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

A. Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh NPWP

1. Instansi Pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/ atau

pemungutan pajak.

2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis,

serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.

3. Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan

pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:

a. fotokopi dokumen penunjukan sebagai:

1) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna

anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata
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Contoh 2:
BLVD A merupakan Rumah Sakit Vmum Daerah Kabupaten A yang
telah dikukuhkan sebagai PKP Instansi Pemerintah, selain
menyediakan jasa pelayanan kesehatan medis, juga melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak berupa penyerahan obat rawat
jalan, sehingga atas penyerahan obat dimaksud merupakan
penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Pajak Masukan
sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dimaksud
dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang
terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.
BLUD A membeli perlengkapan farmasi yang digunakan untuk
fasilitas farmasi dalam rangka penyediaan obat rawat inap serta
obat rawat jalan dengan nilai Pajak Masukan sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Berdasarkan
pembukuan, penjualan obat rawat jalan BLVD A sebanyak 25%
(dua puluh lima persen) dari total seluruh penyerahan obat. Oleh
karena itu, BLVD A dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas
pembelian perlengkapan farmasi sebesar Rp20.000.000,00 x 25%
= Rp5.000.000,00. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
oleh BLVD A sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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